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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaiaan pelaporan dana kampanye 

Partai politik X di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan KPU No 18 

Tahun 2023. Objek penelitian ini berfokus pada sejauh mana partai politik X 

Provinsi Sumatera Selatan mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang 

berlaku terkait pelaporan dana kampanye. Data yang digunakan pada penelitian ini 

adalah data sekunder berupa pengumpulan data. Jenis penelitian yang digunakan 

adalah penelitian kualitatif dengan metode participant observation (melibatkan 

diri). Hasil penelitian ini menemukan bahwa pelaporan dana kampanye Partai 

politik X di Provinsi Sumatera Selatan dari 17 kabupaten/kota terdapat 13 

Kabupaten/kota dinyatakan sesuai dan 4 Kabupaten/kota tidak sesuai dengan 

kriteria pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2023. 
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PENDAHULUAN 

 

 

 

 

 
A. Latar Belakang 

 

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi dengan 

melaksanakan sistem Pemilihan Umum (Pemilu) yang merupakan sarana 

untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, serta anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah. Salah satu bentuk wujud nyata demokrasi yaitu 

dengan adanya pemilihan umum. Dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa, Pemilu 

adalah cara yang digunakan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dalam 

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu 

dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dari 

pengamatan pemilu di atas, terlihat jelas bahwa proses pemilu perlu 

dilakukan secara disiplin dan hati-hati. Untuk itu, dalam rangka 

meminimalisir berbagai bentuk kecurangan, pelaksanaan kebijakan tersebut 

perlu didukung dengan transparansi transaksi keuangan partai politik. Salah 

satunya adalah penyelewengan dana kampanye. 

Dana yang dikeluarkan setiap peserta pemilu maupun partai politik 

tentunya tidak sedikit. Oleh karena itu, perlu adanya tata kelola dana 

kampanye agar peserta pemilu terbebas dari segala tuduhan yang kaitannya 

dengan politik uang. Sehingga dapat memperoleh kepercayaan dari 

masyarakat bahwa kampanye terlaksana dengan bebas, jujur, dan adil. 

BAB I 
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Berdasarkan peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2023 

tentang dana kampanye pemilihan umum, pada pasal 1 dijelaskan bahwa 

dana kampanye merupakan sejumlah biaya berupa uang, barang, dan jasa 

yang digunakan pasangan calon dan partai politik untuk membiayai 

kegiatan kampanye pemilihan. Di dalam peraturan tersebut mengatur secara 

keseluruhan mengenai dana kampanye, baik mengenai sumber, 

penggunaan, maupun pelaporanya. Bagi pasangan calon dan partai politik 

yang tidak mematuhi peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan tentang 

dana kampanye maka akan diberikan sanksi oleh KPU. Adapun sanksi 

terberatnya adalah pembatalan sebagai anggota pasangan calon. 

Untuk memastikan kepatuhan setiap partai politik terhadap 

peraturan-peraturan mengenai dana kampanye, maka dari pihak KPU 

(Provinsi, Kabupaten/Kota) mewajibkan setiap partai politik untuk 

melaporkan dana kampanye. Untuk meminimalisir pelanggaran dan 

penyalahgunaan dana kampanye, serta meningkatkan transparansi 

keuangan dan meningkatkan akuntabilitas. 

Berdasarkan peraturan KPU No. 18 Tahun 2023 tentang dana 

kampanye pemilihan umum, pasangan calon wajib menyusun dan 

menyampaikan laporan dana kampanye sesuai dengan jadwal yang telah 

ditetapkan. Laporan dana kampanye ini terdiri atas pembukaan rekening 

khusus dana kampanye (RKDK), laporan awal dana kampanye (LADK), 

laporan pemberi sumbangan dana kampanye (LPSDK), laporan penerimaan 

dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK). 
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Setiap laporan dana kampanye yang disusun oleh pasangan calon 

harus diatur sesuai dengan PKPU No. 18 Tahun 2023 seperti jadwal 

pelaporan dana kampanye, sistem informasi kampanye dan dana kampanye 

(sikadeka), formulir yang digunakan untuk pelaporan dana kampanye dan 

audit atas laporan dana kampanye. Hal ini bertujuan untuk mencegah 

pelanggaran dan penyalahgunaan dana kampanye sehingga dapat 

meningkatkan transparansi keuangan serta meningkatkan akuntabilitas dana 

kampanye. 

Diakhir masa pemilu baik itu pasangan calon maupun partai politik 

harus melaporkan dana kampanye yang digunakan selama masa kampanye 

yang telah ditetapkan oleh KPU. Peran KAP sendiri melakukan 

pemeriksaan terhadap laporan keuangan dana kampanye berdasarkan UU 

No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu dan kampanye sendiri ada batas 

pelaksanaanya yang sudah diatur oleh peraturan KPU No. 18 Tahun 2023 

tentang dana kampanye. 

Audit merupakan suatu proses pemeriksaan secara kritis dan 

sistematis yang dilakukan oleh pihak independen terhadap laporan 

keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan 

pembukuan dan dokumentasi pendukung lainnya, dengan tujuan untuk 

memberikan keterangan mengenai laporan keuangan yang bersangkutan 

(Agoes, 2012). Dalam audit dana kampanye, audit yang digunakan adalah 

audit kepatuhan. Audit kepatuhan merupakan proses audit untuk menilai 

tingkat ketaatan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, 

standar, dan peraturan terkait yang telah ditetapkan. Audit kepatuhan, salah 
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satunya, digunakan untuk menilai kepatuhan pelaporan dana kampanye 

peserta pemilu. Audit kepatuhan untuk pelaporan dana kampanye dilakukan 

oleh Kantor Akuntan Publik yang sebelumnya telah diseleksi oleh Komisi 

Pemilihan Umum. 

Hasil audit laporan dana kampanye pada tahun 2019 menunjukkan 

bahwa 9 partai politik tidak mematuhi peraturan. Partai-partai tersebut 

meliputi PKB, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Berkarya, PPP, 

PAN, Partai Demokrat, PBB, dan PKP Indonesia. Ketidakpatuhan ini 

meliputi permasalahan seperti pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye 

(LADK) yang tidak sesuai peraturan dan dana kampanye yang berasal dari 

pribadi caleg tidak dimasukkan ke dalam Rekening Khusus Dana 

Kampanye (RKDK) (Sari, 2019). 

Pelanggaran atau ketidakpatuhan pada saat pelaporan dana 

kampanye menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat pada organisasi atau 

lembaga partai politik. Hal ini menjadi alasan fundamental atas permintaan 

terhadap transparansi dan akuntabilitas organisasi atau lembaga tersebut 

dalam pelaporan dana kampanye. Mengatasi kecendrungan tersebut partai 

politik dituntut untuk melakukan pembenahan secara fundamental dengan 

cara membangun akuntabilitas institusinya untuk kembali mendapatkan 

kepercayaan dari masyarakat (Riza, 2020). 

Analisis kepatuhan partai politik terhadap pelaporan dana kampanye 

sangat penting dengan beberapa alasan utama. Pertama, pelaporan ini 

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana 

kampanye, memungkinkan masyarakat untuk memahami penggunaan dana 
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secara terbuka. Kedua, melalui audit kepatuhan ini partai politik dapat 

diawasi agar tidak melanggar aturan, sehingga pengendalian terhadap 

penggunaan dana dapat lebih efektif. Ketiga, ketidakpatuhan dapat berujung 

pada sanksi berat seperti pembatalan status sebagai Peserta Pemilu yang 

mendorong partai politik untuk patuh terhadap peraturan. Keempat, analisis 

kepatuhan membantu mengoptimalkan penggunaan dana kampanye untuk 

mencapai tujuan yang lebih efektif. Terakhir, mematuhi peraturan juga 

penting untuk menjaga integritas pemilu yang langsung, umum, bersih, jujur 

dan adil untuk mempertahankan kepercayaan publik terhadap proses 

pemilu. Dengan demikian, upaya memastikan kepatuhan partai politik 

terhadap peraturan pelaporan dana kampanye menjadi krusial untuk 

menjaga transparansi dan integritas dalam pemilihan umum. 

Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk menganalisis hasil 

audit dana kampanye pada KAP SAS karena adanya beberapa kasus 

pelaporan yang tidak sesuai dengan peraturan KPU No 18 Tahun 2023. 

Penulis ingin mengetahui bagaimana KAP SAS melakukan audit dana 

kampanye dan memberikan opini yang dapat membantu meningkatkan 

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kampanye dengan 

mengambil judul tugas akhir “Analisis Kepatuhan pelaporan Dana 

Kampanye Pemilu 2024 Terhadap Partai Politik X di Provinsi 

Sumatera Selatan dalam perspektif PKPU No 18 Tahun 2023“. 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang 

ingin dijawab melalui penelitian ini yaitu apakah pelaporan dana kampanye 
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Partai Politik X di Provinsi Sumatera Selatan sudah sesuai dengan Peraturan 

KPU No.18 Tahun 2023? 

C. Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai pada penelitian ini yaitu 

untuk mengetahui apakah pelaporan dana kampanye Partai Politik X di 

Provinsi Sumatera Selatan sudah sesuai dengan Peraturan KPU No.18 

Tahun 2023. 

D. Manfaat Penelitian 

 

1. Bagi ilmu pengetahuan sebagai bentuk penerapan atas ilmu dan teori- 

teori yang telah diterima selama masa masa perkuliahan, bentuk 

kontribusi pengembangan ilmu akuntansi terkhususnya ilmu auditing dan 

juga dapat dijadikan salah satu referensi bagi yang meneliti mengenai 

dana kampanye. 

2. Bagi KPU, Partai Politik dan Pasangan Calon, penelitian ini dapat 

memberikan kontribusi dan acuan dalam membuat kebijakan terkait dana 

kampanye. 
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PENUTUP 

 

 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan pelaporan dana 

kampanye Partai politik X di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan 

perspektif Peraturan KPU No 18 Tahun 2023, maka dapat disimpulkan 

analisis kepatuhan pelaporan dana kampanye Pemilu 2024 Partai politik X 

di Provinsi Sumatera Selatan terdapat 13 Kabupaten/Kota dinyatakan 

Patuh dan 4 Kabupaten/Kota dinyatakan tidak patuh berdasarkan perspektif 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2023.  

B. Saran 

 

1. Bagi Partai Politik 

 

Partai Politik/Gabungan Partai Politk/Pengelolah Dana 

Kampanye Pihak Partai Politik/ Pengelolah Dana kampanye 

diharapkan kesadaran mengenai kepatuhan terhadap Peraturan KPU 

yang berprinsip akuntabel, legal dan transparan dan Partai Politik 

diharapkan selalu aktif dalam komunikasi dengan petugas pemilu 

dan auditor independen, agar terhindar dari kesalahpahaman antara 

BAB V 
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aturan dengan laporan yang dibuat. Karena diharapkan dari partai 

politik merupakan sebagai wakil rakyat atau pemimpin kepala 

daerah sehingga msasyarakat percaya adanya penerpan prinsip yang 

ada di KPU dan agar terciptanya pemerintahan yang baik 

2. Bagi Komisi Pemilihan Umum 

 

KPU sebagai penyelenggara dapat memberikan 

pengetahuan/sosialisasi lebih mendalam kepada para peserta pemilu 

sekaligus mengenai pelaporan dana kampanye yang baik atau patuh 

sesuai dengan ketentuan. KPU membuat Peraturan mengenai dana 

kampanye yang berisi sanksi tegas terhadap pasangan calon/peserta 

pemilu supaya yang melanggar ada unsur jera. Peraturan sendiri 

dibuat untuk dipatuhi bukan untuk dilanggar. 
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